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ABSTRAK 

Skripsi ini berjudul “Peran Bawaslu Kota Padang dalam Penanganan 
Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan 
Umum Tahun 2024 di Kelurahan Balai Gadang Perspektif Siyasah 
Dusturiyah.”, ditulis oleh Faisal Reza, NIM. 1913030117. Latar belakang 
skripsi ini adalah pada pemilihan umum tahun 2024 tidak terlepas dari 
pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, terutama pada masa kampanye 
khususnya pelanggaran alat peraga kampanye (APK). Di Kota Padang sangat 
banyak alat peraga kampanye yang dipasang tidak sesuai dengan Pasal 70 
PKPU No 15 Tahun 2023, termasuk di Kelurahan Balai gadang juga banyak 
alat peraga yang dipasang di pepohonan dan tiang-tiang listik. Hal tersebut 
sudah bertentangan dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye 
Pemilihan Umum. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: (1) Apa 
alasan tim sukses dari calon anggota legislatif dalam pemasangan alat peraga 
kampanye yang tidak sesuai aturan pada pemilu tahun 2024 di kelurahan 
Balai Gadang?, (2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota 
Padang dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran pemasangan 
alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan?, (3) Bagaimana peran 
Bawaslu Kota Padang dalam penanganan pelanggaran alat peraga kampanye 
perspektif siyasah dusturiyah?. Jenis penelitian dalam skripsi ini berbentuk 
penelitian lapangan, dengan sumber data primer yaitu wawancara dengan 
tim sukses calon anggota legislatif yang melakukan pelanggaran, serta 
wawancara dengan koordiv penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Padang, 
sedangkan data sekundernya adalah observasi langsung ke lapangan dan 
salinan PKPU No. 15 Tahun 2023. Teknik pengumpulan data dengan cara 
wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian yaitu : (1) kurang 
atau tidak memahami aturan, menghemat anggaran atau biaya kampanye, 
kemudian pinggir jalan merupakan tempat yang strategis agar bisa dilihat 
orang banyak. (2) melakukan patroli bersama panwascam dan satpol PP 
untuk menertipkan APK yang tidak sesuai aturan, menyampaikan surat 
himbauan, publikasi di media sosial, serta berkoordinasi dengan panwascam. 
(3) berdasarkan kajian fiqh siyasah dusturiyah upaya yang dilakukan oleh 
Bawaslu dalam pencegahan dan penanganan pelangaran pemasangan APK 
yang tidak sesuai aturan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir 
terjadinya pelanggaran. Dan jika dikaitkan dengan siyasah dusturiyah, maka 
dapat dikatakan bahwa wewenang Bawaslu dalam penanganan pelanggaran 
pada pemilu yang diamanatkan Undang-undang serupa dengan wilayah al  
hisbah. Karena pada saat itu lemabag berwenang mengawasi sengketa 
sebelum dSilanjutkan keranah pengadilan (wilyah al mazalim). 
 
Kata kunci: alat peraga kampanye, Bawaslu, siyasah dusturiyah. 
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KATA PENGANTAR 

Alhamdulillah puji dan syukur kepada Allah SWT yang senantiasa 
melimpahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada 
seluruh hamba-Nya di muka bumi ini, terutama kepada penulis yang telah 
diberikan kesehatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penegakan Hukum Dalam 
Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 
di Kelurahan Balai Gadang Perspektif Siyasah Dusturiyah. 

Shalawat besertakan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga 
disampaikan buat junjungan Nabi Muhammad SAW, beliaulah yang 
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berkat kerja keras dan perjuangan beliau akhirnya kita bisa menikmati 
indahnya kehidupan dengan iman dan taqwa serta ilmu pengetahuan dan 
teknologi.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih yang 
setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada orang yang 
sangat berarti dalam kehidupan penulis, Ayahanda Patihi, Ibunda tercinta 
Rida Warni dan adik tersayang Wahyu Laila dan Elsinta Sakinah yang selalu 
mendatangkan kebahagiaan dalam keluarga, serta keluarga besar yang selalu 
menyertai langkah penulis dengan untaian moril maupun materil. Penulis 
berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung ataupun tidak 
langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu 
penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada: 
1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin 

Kustati, M.Pd beserta Wakil Rektor I bidang akademik dan kelembagaan, 
Bapak Dr. Yasrul Huda, M.A., Wakil Rektor II bidang Keuangan dan 
Administrasi Umum, perencanaan dan kepegawaian Bapak Dr. Testru 
Hendra, M.Ag., dan Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, 
Bapak Welhendri Azwar, M.Si, P.hd dan seluruh karyawan/wati yang telah 
memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu 
pengetahuan di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; 

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 
Bapak Dr. Ikhwan, SH, M.Ag serta Wakil Dekan Bidang Akademik dan 
Kelembagaan yaitu Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Adm. 
Umum, Perencanaan dan Keuangan yaitu Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., 
dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha 
Mulyani, SH., M.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis 
untuk menimba ilmu pengetahuan di Fakultas Syariah; 

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas 
Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Dr. Alfadli, M.H., dan Sekretaris 
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4. Dosen Pembimbing I Ibu Dr. Tiswarni, M.Ag. Dosen Pembimbing II 
sekaligus Penasehat Akademik Ibu Masna Yunita, S.H., M.Hum yang telah 
membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini; 

5. Kepada tenaga pendidik dan seluruh staf Akademik Program Studi Hukum 
Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol 
Padang; 

6. Pimpinan perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang dan perpustakaan 
Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang beserta staf yang telah 
menyediakan fasilitas kepustakaan, sehingga memudahkan penulis dalam 
mengumpulkan literatur-literatur yang dibutuhkan dalam skripsi ini; 

7. Kepada Bapak Akhiro Mutio selaku koordinator divisi penangganan 
pelanggaran Bawaslu Kota Padang dan tim sukses dari calon anggota 
legislatif selaku narasumber Ibu yang telah bersedia memberikan 
informasi yang dibutuhkan dalam skripsi ini; 

8. Terima kasih kepada seseorang yang bernama Nadia Putri, S.H yang telah 
menbantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu memberikan 
support kepada penulis. 
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Akhirnya seuntai do’a penulis mohonkan kepada Allah SWT untuk 

semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung maupun tidak 
langsung, baik secara moril maupun materil. Semoga Allah memberikan 
kemudahan dan bantuan tersebut menjadi amal shaleh. Harapan penulis, 
semoga karya ilmiah ini dapat memberikan hikmah dan manfaat bagi semua 
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